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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka tentang Studi Komparasi Hukum 

Islam Dan Hukum Positif  Terhadap Pemegang Hak Preferen Dalam Proses 

Kepailitan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana 

perspektif hukum Islam terhadap pemegang hak preferen dalam kepailitan di 

Indonesia, bagaimana perspektif hukum positif terhadap pemegang hak preferen 

dalam proses kepailitan di Indonesia dan bagaimana persamaan dan perbedaan 

pemegang hak preferen dalam kepailitandi Indonesia perspektif hukum Islam dan 

hukum positif. 

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut 

adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yang sifatnya library research (penelitian pustaka). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Dengan cara melakukan pembacaan, kajian text (text reading), menelaah sumber 

kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif 

komparatif .  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam pemegang hak 

preferen (istimewa) dalam kepailitan ialah seorang pedagang (kreditur) yang 

mendapati barangnya masih utuh pada pembeli yang pailit, ia mempunyai hak 

untuk mengambil barang tersebut dari pada kreditur lain. Dalam hukum positif 

pemegang hak preferen ialah kreditur yang oleh Undang-undang diberikan hak 

mendahului dari kreditur-kreditur yang lain karena sifat piutangnya. Persamaan 

hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak preferen dalam 

kepailitan di Indonesia ialah hukum Islam dan hukum positif memberikan hak 

kepada kreditur untuk didahulukan dalam pelunasan  utang, hanya saja berbeda 

istilah. Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemegang hak   

preferen dalam kepailitan di Indonesia ialah dasar peraturan pailit (tafli@s) dalam 

hukum Islam kepailitan terbatas pada perorangan sedangkan dalam hukum postif 

tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan 

hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga. Dalam hukum Islam istilah 

hak preferen diartikan sebagai hak pedagang (kreditur) untuk mengambil barang 

dari orang yang jatuh pailit, dalam hukum Islam terdapat kaidah fiqh 

mendahulukan perkara yang lebih penting dari yang penting dan yang lebih 

bermanfaat dari yang bermanfaat. Sedangkan dalam dalam hukum positif yang 

diberi hak perferen oleh Undang-undang antara lain, pekerja yang perusahaannya 

dinyatakan paiit, utang pajak dan hak Tanggungan.  

Berdasarkan hasil penelitian pustaka ini, maka penulis dapat memberikan 

saran kepada regulator/yang membuat peraturan khusunya Undang-undang 

tentang kepailitan supaya  melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang-

undang kepailitan  supaya lebih tegas dalam menentukan kreditur yang memiliki 

hak preferen untuk menghindari sengketa atau perselisihan antara kreditur yang 

satu dengan yang lain. 

  


